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Abstract 

Legal education for the younger generation is the first step in overcoming various problems of lack 
of legal literacy that occur in the younger generation. In the view of Citizenship Education, Legal 
Education is an attempt to concretize citizens' intelligence and good legal awareness. In particular, 
this study examines and analyzes how legal education is for young people in Indonesia. This 
research is a qualitative research in the nature of Library Studies. The source of research in this 
study is various literature related to the research theme. The results of the study show that legal 
education for young people in Indonesia requires several initiatives, namely 1) an emphasis on 
knowledge about the law-making process; 2) knowledge of legal substance; and 3) requires wider 
legal socialization. The conclusion of this study is that legal education for the younger generation 
is an embodiment of good citizens because the younger generation has legal awareness in the 
concept and implementation of legal education for young people in Indonesia. 
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Abstrak  
 

Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi langkah awal dalam menanggulangi 
berbagai permasalahan kekurangan literasi Hukum yang terjadi pada generasi muda. 
Dalam pandangan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Hukum menjadi usaha 
dalam mengkonkritkan kecerdasan warga negara dan kesadaran hukum yang baik.  
Secara khusus penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana Pendidikan Hukum 
bagi generasi muda di Indonesia. Penelitian ini  adalah penelitian kualitatif bersifat Studi 
Pustaka. Sumber penelitian dalam penelitian ini ialah berbagai literatur yang 
berhubungan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan jika Pendidikan 
Hukum bagi generasi muda di Indonesia memerlukan beberapa inisiatif yakni 1) 
penekanan pada pengetahuan tentang proses pembutan hokum; 2) pengetahuan 
terhadap subtansi hukum; dan 3) memerlukan sosialisasi hukum yang lebih luas. 
Kesimpulan kajian ini adalah Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi 
perwujudan warga negara yang baik karena generasi muda memiliki kesadaran hukum 
dalam tata konsep dan implementasi Pendidikan Hukum bagi generasi muda di 
Indonesia.  
 
Kata Kunci: Generasi muda, Pendidikan Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan 
 
 
LATAR BELAKANG 

 

Urgensi Pendidikan Hukum bagi generasi muda tidak dapat dilepaskan dari 

kepastian hukum bagi generasi muda yang berada dalam pusaran globalisasi. Sun (2015) 

menginformasikan jika angka kriminalitas remaja yang masih tinggi dalam beberapa 

tahun terakhir berdampak besar pada konstruksi modernisasi sehingga lebih 

memperhatikan pendidikan hukum generasi muda. Bukti tersebut cukup 

menggambarkan bagaimana urgensi pendidikan Hukum bagi generasi muda yang dapat 

mengarahkan mereka pada perilaku yang tidak melanggar norma pada masyarakat. 

Pada konteks Indonesia, Juwana (2015) mengargumentasikan dua hal mengenai 

pendidikan Hukum, pertama tujuan Pendidikan Hukum di Indonesia bergantung pada 

kehendak pemerintah, kedua evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan Hukum 

masih menunjukan beberapa kelemahan. Sedangkan, pendidikan Hukum bagi generasi 

muda sendiripun masih memerlukan berbagai penyempurnaan guna mencapai 

keberhasilan pendidikan Hukum itu sendiri.  

Seiring dengan arus globalisasi yang terus terjadi tidak dapat dihindarkan jika  

berbagai aspek kehidupan manusia terpengaruh olehnya. Ulfah & Zuchdi (2015) 

menyatakan jika globalisasi memberikan pengaruh terhadap pemahaman yang parsial 

terhadap nilai luhur bangsa. Mengenai globalisasi dan Hukum, Halliday & Osinsky 
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(2006) menjelaskan jika globalisasi hukum dapat didefinisikan sebagai perkembangan 

global dari struktur dan wacana Hukum transnasional di sepanjang dimensi ekstensitas, 

intensitas, kecepatan, dan dampak. Secara umum, pandangan tersebut dapat ditafsirkan 

jika  dalam gelombang globalisasi, eksistensi pendidikan Hukum bagi generasi muda 

menjad hal yang teramat penting dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang 

semakin kompleks dewasa ini.  

Sebagai kaum intelektual dan terdidik, mahasiswa merupakan bagian dari warga 

negara sudah seharusnya memiliki integritas yang akan mengawal tujuan nasional 

sebagaiman tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Mahasiswa sebagai 

generasi muda terdidik tidak boleh “I don’t care” terhadap Hukum. Memiliki sifat idealis 

dan objektif terhadap hukum, yang pada akhirnya membentuk pemahaman/penalaran 

hukum. Sidharta  menjelaskan bahwa penalaran hukum pada dasarnya kegiatan berpikir 

problematis, dimana kegiatan berpikir ini berada pada penalaran praktis (Julyano & 

Sulistyawan, 2019, p. 16). Pemahaman terhadap hukum akan mengarahkan para generasi 

muda untuk lebih sadar akan hak dan kewajiban serta perannya sebagai agent of change. 

Kkesadaran Hukum yang tinggi dapat merubah pola pikir masyarakat menganai hukum 

(Moho, 2019)  

Pendidikan berkontribusi penting dalam mengembangkan budaya hukum yang baik 

melalui pemahaman hukum kepada generasi muda. Pemahaman generasi muda 

terhadap hukum perlu diarahkan kepada beberapa jenis hukum yaitu hokum positif 

(pemahaman terhadap konstitusi), hukum agama, hukum adat secara terintegrasi. 

Pemahaman yang integrasi tersebut perlu disampaikan agar jangan sampai para generasi 

muda memiliki sifat dikotomi terhadap hukum itu sendiri sehaingga ini dapat dijadikan 

sebagai hal yang sifatnya preventif maupun solutif bagi menurunnya kesadaran yang 

dibangun dari pemahaman terhadap hukum. Hal ini diperlukan agar pemahaman 

terhadap hokum itu sendiri secara umum tetap dilandasi oleh nilai-nilai yang ada pada 

hokum-hukum itu sendiri (hukum adat, hokum agama, dan lainnya) nilai-nilai penting 

itu terdiri atas nilai yang bersumber dari etika, moral, keadilan yang melekat pada setiap 

hokum-hukum tersebut.  

Pemahaman, partisipasi, serta perilaku Hukum pada generasi muda memberikan 

koreksi dalam pendekatan etika dalam mengusahakan pendidikan Hukum yang dapat 

memberikan pemahaman yang jelas pada generasi muda. Safudin (2019) menegaskan 

jika ketika tindakan dimaknai  sebagai koreksi terhadap Tindakan, dalam pendekatan 

etika akan memberikan pemahaman yang berkeadilan dalam penegakan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. Skenario dalam memberikan pendidikan Hukum yang 

lebih  rinci pada generasi muda masih memerlukan perhatian dalam berbagai aspek. Ali 

& Heryani (2012) menegaskan jika kepemilikan kesadara hukum ialah mengenai nilai 
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yang terdapat dalam diri manusia mengenai Hukum yang ada ataupun mengenai 

Hukum yang diharapkan ada pada kehidupan manusia. Pendidikan Hukum bagi 

generasi muda dimaksudkan sebagai tindakan yang dapat memberikan pemahaman 

pada generasi muda yang tidak hanya pada persoalan patuh dan tidak patuh, tetapi lebih 

luas  agar dapat memiliki literasi Hukum yang dapat mengakomodasi tindakan mereka 

sebagai warga negara muda di Indonesia.  

Data dari berbagai sumber mengenai  pemahaman, partisipasi serta perilaku Hukum 

pada generasi muda menunjukan masih  pentingnya pendidikan Hukum bagi  generasi 

muda. Antara lain, Sun (Sun, 2015) berlatar belakang  pada pentingnya pendidikan 

hukum di China, menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan supremasi hukum, salah 

satu strategi negara adalah memperkuat pendidikan hukum bagi remaja. Kajian kritis 

Lewis (2000) mengenai haruskah sekolah Hukum mencoba menerapkan di klinik hukum 

di mana siswa mereka harus menangani masalah yang dihadapi oleh klien di luar 

Amerika Utara memperoleh dua refleksi, pertama faktor yang mempengaruhi apakah 

pendidikan klinis harus mendapat tempat dalam pengajaran sekolah hukum, kedua 

mengapa masalah itu menjadi semakin penting tidak hanya di Inggris tetapi juga di 

negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan kembali bagaimana pelatihan pada 

sekolah Hukum. 

Penelitian  mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum dalam kaitannya 

terhadap perilaku anti korupsi genereasi muda menghasilkan bahwa secara umum 

generasi mudah sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai korupsi, hanya 

saja pengetahuan tersebut belum di imbangi dengan kehendak berperilaku anti 

koruptif (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Selanjutnya penelitian mengenai  makna dan 

komponen struktural dari konsep budaya hukum dan kesadaran hukum menghasilkan 

bahwa rasa keadilan menjadi sangat penting karena, dalam banyak hal karena 

menjamin tatanan hukum dan karakter evolusioner dari transformasi sosial 

(Kozhukhova & Zhiyenbayev, 2018). 

Berbagai data mengenai fenomena pemahaman, partisipasi serta perilaku Hukum 

pada generasi muda tersebut cukup  menunjukan masih  pentingnya pendidikan 

Hukum bagi  generasi muda. Konsep pendidikan Hukum yang lebih kontekstual di 

Indoensia masih memerlukan perhatian guna menghasilkan generasi muda yang 

memiliki kesadaran terhadap Hukum. Najmudin (2011) mengemukakan jika dalam 

masyarakat yang sedang memabangun, pembaharuan pada pendidikan Hukum  

menjadi solusi dalam pemenuhan pada kebutuhan professi Hukum ataupun 

masyarakat pada umumnya. Terkait hal tersebut, mengenai konsep pendidikan Hukum 

yang menjadi fokus ialah bagaimana konsep pendidikan Hukum bagi  generasi muda 

di Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur bangsa.  



Nufikha Ulfah | KAJIAN TENTANG KONSEP PENDIDIKAN HUKUM …. 

Volume 14 Nomor 1 April 2023| Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum | 78 

 

Mengenai pendidikan Hukum, pada Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 

menjadi salah satu bagian yang turut serta mengukuhkan kedisiplinan pohon ilmu 

Pendidikan Kewarganegaraan. Sapriya (2007) mengemukakan jika Pendidikan 

Kewarganegaraan berperan dalam menumbuhkan kesadaran Hukum, oleh karena itu 

Sapriya menginformasikan jika pada beberapa negara memakai nama law education atau 

street law education. Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan Hukum S. 

Rahardjo (2010) juga menegaskan jika fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 

pendidikan nilai berhasil, maka hal tersebut menjunjung fungsi Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai pendidikan Hukum karena salah satu dalam paradigma 

Hukum ialah bahwa Hukum merupakan perwujudan nilai-nilai yang di junjung oleh 

masyarakat guna menghadirkan ketertiban. Landasan pemikiran ini berangkat dari 

kajian empirik subyektif yang mengarah pada pengembangan perilaku warga negara. 

Muchtar (2018) menjelaskan jika kuatnya pendekatan kognitif melahirkan pemikiran 

baru mengenai perlunya pengembangan kurikulum pada pendidikan nilai.  

Tujuan penelitian ini adalah  pada penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan 

mengenai pendidikan Hukum bagi generasi muda terutama dalam pemahaman 

mengenai produk-produk Hukum.  Secara teoritik penelitian bermanfaat sebagai 

sumbangan pemikiran pada Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan 

kajian pendidikan Hukum, sementara secara praktik penelitian bermanfaat sebagai 

landasan teori penelitian serupa selanjutnya. 

 

METODE 

 

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah pada pendidikan Hukum bagi generasi 

muda dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini ialah kualitatif studi kepustakaan. Penggunana kualitatif dalam 

penelitian ini ialah berupa interpretasi data hasil temuan sesuai dengan pernyataaan 

Sugiyono  (2011) bahwa metode kualitatif berkaitan dengan interpretasi data penelitian. 

Kemudian ditegaskan juga oleh Aspers & Corte (2019) bahwa  penelitian kualitatif 

sebagai proses berulang dan semakin dekat dengan fenomena yang dipelajari.  

Pustaka harus valid, handal, dan memberikan panduan yang memadai tentang 

bagaimana topik tersebebut diulas  (Xiao & Watson, 2017), Maka dari itu refrensi yang 

penelitian gunakan dalam penelitian ini adalah refrensi yang relevan dengan tema 

pendidikan Hukum bagi generasi muda. Penggunan refrensi yang relevan peneliti 

dasarkan pada pendapat Sukardi (2004) bahwa berbagai dokumen dalam studi 

kepustakaan adalah jurnal, hasil penelitian buku, hasil seminar dan sebagainya.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Hasil kajian mengenai pendidikan Hukum bagi generasi muda dalam sudut 

pandang Pendidikan Kewarganegaraan menghasilkan beberapa temuan antara lain 

bahwa pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia haruslah penekanan pada 

pengetahuan mengenai proses pembutan hukum, penguatan pada pengetahuan subtansi 

hukum dan memerlukan sosialisasi hukum yang lebih luas. Seperti yang dinyatakan oleh 

Mardalis (1999) bahwa studi kepustakan bertujuan mengumpulkan berbagai informasi 

dengan berbagai refrensi, temuan dalam kajian mengenai pendidikan Hukum bagi 

generasi muda di Indonesia dapat digambarkan pada gambar 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia 

 

1. Proses Pembutan Hukum 

Seperti yang telah ada dalam gambar 1 mengenai pendidikan Hukum bagi 

generasi muda di Indonesia, pengetahuan mengenai Proses pembuatan Hukum menjadi 

salah satu formulasi dalam pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia. Proses 

pembuatan Hukum bagi mahasiswa dalam sudut pandang Pendidikan 

Kewarganegaraan bermanfaat sebagai panutan dalam melakukan pengkajian terhadap 

produk hukum agar dapat di seleraskan dengan kepentingan kebutuhan masyarakat. 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Safudin (2017) bahwa kebermanfaatan Hukum 
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menjunjung tinggi nilai keadilan. Proses pembuatan Hukum bagi mahasiswa menjadi 

manifestase pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap kostitusi.  

Pemahaman yang perlu dibentuk kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana 

proses sebuah hokum itu dibentuk adalah bahwa adanya sebuah peraturan dalam 

bentuk produk hokum yang paling mendasar yaitu produk hokum itu dilandasi oleh 2 

sumber utama yaitu UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan 

UUD 1945. Hal ini ditegaskan oleh ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, bahwa 

dalam perspektif pembangunan hokum, setiap produk hokum di Inndonesia harus 

mengacu kepada Pancasila (Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin, n.d.).  

Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, peraturan perundang-undangan  di 

bawah UUD 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan 

UUD 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji isi peraturan dibawahnya. Maka 

jika suatu norma bertentangan akan melahirkan permasalahan konstitusionalitas 

(Kemahasiswaan, 2016, pp. 107, 108). Kemudian pasti ada lembaga yang mencetuskan 

aturan tersebut. Produk hokum ada jika inisiatif dari sebuah lembaga negara yang 

mengusung tentang kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karenanya hokum 

harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yang 

tidak terlepas dari adanya perkembangan dalam masyarakat yang semakin intensif 

seiring berkembangnya teknologi  informasi dan komunikasi yang sedikit banyak 

membawa dampak terhadap bergesernya nilai-nilai yang berlaku di masyarakat  (Pipih 

Ludia Karsa, Fatkhul Muin, n.d.).  

Hasil kajian menunjukan jika Sebelum menyusun sebuah produk hokum yang 

akan dibuat, sebaiknya para generasi muda diberikan sebuah pemahaman terkait jenis 

produk hokum seperti apa yang akan dibentuk, tentunya dalam hal ini mereka perlu 

memahi hierarki Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Terakhir, adanya sebuah 

produk hokum pada proses pembuatan atau penyusunannya tidak terlepas dari adanya 

sebuah kebijakan/kepentingan politik yang mempengaruhinya. Untuk mendalaminya 

perlu menilik kembali bagaimana dinamika konstitusi di Indonesia yang mengarahkan 

pada sejarah perjalanan kekuasaan Trias Politica. 

Selanjutnya, Hasil kajian menunjukan jika pendidikan Hukum bagi generasi muda di 

Indonesia haruslah mengantarkan anak muda pada  pemahaman pada fungsi hukum, 

tujuan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Sanyaolu, Sanyaolu, & Segun (2017) 

berpendapat jika dalam proses pembuatan undang-undang jika dalam suasana 

demokratis dimungkinkan bahwa semua orang dapat berpartisipasi. Mencermati hal 

tersebut, penekanan pada proses pembutan Hukum dalam  pendidikan Hukum bagi 

generasi muda di Indonesia dapat dikatakan memiliki fungsi dalam mentranformasikan 

nilai pendidikan Hukum yang memungkinkan suasana demokratis. 
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 Mbaya, Tella, & Adole (2013) mengatakan jika  tidak ada masyarakat modern yang 

bisa hidup tanpa sistem Hukum. Pandangan tersebut jelaslah jika pendidikan Hukum 

memiliki peran yang amat penting dalam mengembangkan masyarakat  dalam 

kehidupan modern, tetapi tetap mempunyai pegangan dalam kehidupan sehari-harinya 

terutama dalam meredam berbagai ketidakharmonisan kehidupan bermasyrakat. 

Pengetahuan mengenai proses pembutan Hukum dapat dikatakan menjadi permulaan 

dalam menciptakan kesadaran hukum. Isep (2013) mengatakan jika pengetahuan yang 

terbatas pada Hukum tidak akan dapat membekali warga negara pada tataran 

menghormati Hukum. Melalui pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia, 

diharapkan  akan tumbuh pribadi-pribadi yang tidak hanya memiliki kesadaran hukum, 

tetapi juga  betanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi.  

Proses pembuatan Hukum dapat meningkatkan generasi muda untuk memiliki sikap 

sadar terhadap kontitusi. Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan proses 

pembuatan Hukum dapat mengarahkan generasi muda pada kemauan untuk peduli 

terhadap konstitusi yang dapat mempererat kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan 

oleh Hidayah, Trihastuti, & Dewie (2020) jika kecerdasan berideologi dapat menjadi 

perekat bangsa yang membentuk kesadaran berkonstitusi warga negara.  Pemahaman 

mengenai proses pembuatan Hukum dapat membina generasi muda untuk tidak hanya 

memiliki pengetahuan mengenai Hukum, tetapi juga dapat memberikan transfer ilmu 

mengenai hak serta keajibannya sebagai warga negara tidak terkecuali dalam 

pengetahuan mengenai Proses pembuatan Hukum.  

Hasil kajian menunjukan jika pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia 

memberikan wahana mengenai bagaimana cara Hukum memberikan kepastian hukum 

terhadap persoalan kemasyarakatan. Pada konteks Indonesia, Akili (2012) menjelaskan 

jika realisasi penegakan Hukum belumlah sampai pada pandangan sebagai proses yang 

demokratis. Mencermati situasi tersebut, sudah saatnya jika konsep pendidikan Hukum 

bagi generasi muda di Indonesia adalah yang dapat mengaitkan antara generasi muda 

dan hak serta kewajibannya sebagai warga negara.  

 

2. Subtansi Hukum 

Seperti yang telah ada dalam gambar 1 mengenai pendidikan Hukum bagi generasi 

muda di Indonesia, Subansi Hukum menjadi salah satu formulasi dalam pendidikan 

Hukum bagi generasi muda di Indonesia.  Subtansi Hukum adalah keseluruhan asas, 

norma, aturan Hukum yang tertulis dan tidak tertulis (Satjipto Rahardjo, 1986). Secara 

umum, Subtansi Hukum bagi mahasiswa dapat memperkuat mengenai bagaimana 

penegakan hukum (law enforcement) dan kategori hukum. Lalani (2013) menyatakan jika 

dalam rangka menjawab kebutuhan maka diciptakan sistem regulasi dan hukum untuk 
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mengatur tingkah laku masyarakat, masyarakat, bangsa atau negara. Bagi mahasiswa, 

Subtansi Hukum menjadi pembinaan agar mereka menjadi smart and good citizenship 

yang memiliki pengetahuan mengenai subtansi Hukum. 

Substansi hukum adalah salah satu system hukum (legal system) yang menurut 

Lawrence M. Friedman merupakan seluruh asas, norma, dan aturan hokum baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk pula putusan pengadilan yang dalam hal ini 

adalah substansi hokum pidana di Indonesia maka induk peraturan perundang-

undangan pidana materiilnya adalah KUHP,  sedangkan induk peraturan perundang-

undangan pidana formilnya adalah KUHAP. Substansi hokum mencakup peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi 

pedoman bagi aparat penegak hokum. Substansi hokum juga mencakup living law, bukan 

hanya sebuah aturan yang terdapat dalam kitab undang-undang (law books). Jadi 

mahasiswa perlu mengetahui bahwa substansi hokum bukan hanya apa yang diatur 

dalam sebuah kitab tapi substansi hokum mencakup pula norma-norma yang hidup 

dalam sebuah masyarakat. 

Hasil kajian menunjukan jika pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia 

haruslah mengantarkan anak muda pada bagaimana  cara Hukum dapat memberikan 

kemanfaatan bagi masyarakat khusunya pemuda. Hasil penelitian Fine, Donley, 

Cavanagh, & Cauffman (2020) mengenai persepsi penegakan hukum di Amerika dari 

siswa kelas 12 antara tahun 1976-2016 menghasilkan jika selama tahun 1990-an di antara 

semua pemuda  persepsi penegak hukum menurun sementara kekhawatiran tentang 

kejahatan meningkat. Terkait dengan subtansi Hukum, dalam pendidikan Hukum bagi 

generasi muda di Indonesia akan beriringan dengan  meningkatnya komunikasi global 

membawa dampak bagi pengemangan ilmu pengetahuan termasuk Subtansi Hukum. 

Subtansi Hukum berfungsi sebagai pengetahuan unsur yang dapat membawa generasi 

muda pada mengetahui bagaiman penegakan hukum tersebut. 

Jelaslah bahwa subtansi Hukum dalam sudut pandang Pendidikan 

Kewarganegaraan memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa 

tehadap penegakan hukum (law enforcement).  Lu & Ikeda (2007) menyatakan jika dari 

sudut pandang di balik hukum, mengelola dan memodelkan pengetahuan hukum yang 

berasal dari dokumen ontologi domain - ontologi hukum. Melalui proses pemahaman  

pada subtansi Hukum juga akan menjaga konsistensi antara representasi pengetahuan 

hukum yang beragam pada siswa yang selanjutnya dapat mereka aplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Hidayah (2020) mengemukakan jika dengan terlibat 

secara konstekstual dalam pembelajaran maka aka nada keterhubungan antara 

pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Subtansi Hukum dapat mengajak generasi 
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muda dalam berifkir ktitis dan melibatkan diri dalam proyek pemecahan masalah 

sehingga praktik kehidupan sebagai warga negra yang baik dapat tervisualisasi. 

 

3. Proses Sosialisasi Hukum 

Seperti yang telah ada dalam gambar 1 mengenai pendidikan Hukum bagi 

generasi muda di Indonesia dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan, proses 

sosialisasi Hukum menjadi slah satu formulasi dalam pendidikan Hukum bagi generasi 

muda di Indonesia. Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum publik dan Hukum Privat 

(Hamzah, 2014). Secara lebih luas mengenai cara dalam mengenalkan hukum, 

Bieliauskaite & Slapkauskasa  (2015) mengutarakan bahwa ada tiga bentuk sosialisasi 

menurut hukum, 1) sosialisasi melalui pembelajaran, 2) sosialisasi melalui transmisi 

pengalaman dan 3) sosialisasi simbolik.  

Hasil kajian menunjukan jika berbicara mengenai hukum tidak akan terlepas dari 

masyarakat, hukum tidak melepaskan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh 

sebab itu, kita tahu bahwa dalam buku Pengantar Ilmu Hukum disebutkan 4 (empat) 

tahap fungsi hukum, salah satunya sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. 

Soetandyo (1986) menegaskan bahwa dimaman kita bertemu dengan masyarakat, 

disitupula kita akan menjumpai sejumlah norma/tata aturan, karena tidak ada 

masyarakat manusia yang hidup tanpa mengenal aturan, karena dari aturan tersebut 

diharapkan akan memberikan suatu keadilan, kedamaian, dan ketertiban bagi seluruh 

warga masyarakat tersebut (M. M. Ali, 2020, p. 6,7). Sosialisasi hukum merupakan suatau 

cara atau mekanisme pengendalian social yang dilakukan oleh aparat penegak hokum 

dalam melaksanakan fungsi hokum, agar masyarakat khususnya generasi muda dapat 

menjadi seorang warga negara yang sadar terhadap kaidah hokum yang mampu 

melaksanakan sepenuh hati aturan hokum yang ada sehingga pada akhirnya menjadi 

sebuah perilaku yang conform terhadap kaidah-kaidah hokum yang ada.  

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan sosialisasi hokum, 

selain yang dilakukan langsung oleh aparat penegak hokum, dunia pendidikan juga 

mengambil peranan penting. Dalam hal ini perlu sinergi dari keluarga sebagai madrasah 

pertama, kemudian lingkungan masyarakat tidak terlepas pergaulan teman sebaya, 

pengaruh figure keteladanan dari berbagai tokoh tidak terkecuali para aparat penegak 

hokum. Fungsi  dan  peran  Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai pendidikan   hukum,   

artinya   mahasiswa dibekali   pengetahuan   dan   pemahaman terhadap  hukum  agar  

dapat  mentaatinya. Sebagai  pendidikan  hukum  maka  output yang     dihasilkan     

adalah     mahasiswa memahami  apa  yang  menjadi  hak  dan kewajibannya  dalam  

kehidupan  sehari-hari (Nurgiansah & Widyastuti, 2019, p. 100). Jika dikaitkan dengan 

indikator sosialisasi hokum, maka pengalaman yang didapatkan adalah bagaimana 
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mereka menerima pengetahuan yang disampaikan oleh dosen/pendidik saat mereka 

berada di dalam kelas mengenai kaidah-kaidah hokum yang harus ditaati sehingga 

mencapai titik tertinggi yaitu menjadi sebuah karakter. 

Hasil kajian menunjukan jika pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia 

mengarahkan pada tindakan nyata proses sosialisasi Hukum. Dengan demikian, 

subtansi dan proses pembuatan hukum dapat menjadikan tindakan yang nyata generasi 

muda dalam hal bagiamana bernorma, beritaka dan bermoral yang tidak hanya berhenti 

pada tataran kognitif saja. Affandi (2019) menyatakan jika karakter dan ideologi semakin 

terdesak dengan nilai baru. Proses sosialisasi Hukum tidak hanya pada kemajuan 

mengenai apa dan bagaimana proses sosialisasi Hukum tetapi juga mengemabangkan 

berbagai segi kehidupan generasi muda agar dapat menjadi manusia Indonesia yang 

seutuhnya terutama dalam hal bagaimana cara hukum mmberikan keadilan bagi 

masyarakat khususnya pemuda. 

Proses sosialisasi Hukum menegaskan jika sosialisasi Hukum dapat membentuk 

budaya Hukum yang baik juga. Ulfah, Safudin, & Hidayah (2021) menegaskan jika  Sskap 

dengan kesadaran Hukum pada warga negara, adalah cita-cita luhur dengan 

perwujudan warga negara yang cerdas dan baik di Indonesia. memperkuat hal tersebut, 

kemudian Díaz Gude & Navarro Papic (2018) menyatakan jika mempertimbangkan 

budaya hukum itu penting. Sosialisasi Hukum dapat mengidentifikasi karakteristik dari 

hukum yang dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai sosialisasi Hukum bagi 

generasi muda. Setiap manusia ialah pembawa hak dan perkataan orang (persoon) 

berarti pembawa haka tau subyek di dalam hukum (Subekti, 2001). Oleh karena itu, 

pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia perlu diperhatikan. 

Legitimasi aparat Hukum merupakan dimensi penting dalam sosialisasi hukum, 

karena mereka adalah wajah nyata dari sistem hukum dan berkontribusi pada 

internalisasi norma dan nilai dalam masyarakat (Baz Cores & Fernández-Molina, 2020). 

Proses sosialisasi Hukum menjadi awal peningkatan kesadaran Hukum karena dalam 

proses ini, sesorang memperoleh keyakinan mereka mengenai otoritas Hukum. Hidayah, 

Sapriya, Darmawan, & Malihah (2020) menyatakan jika generasi muda menjadi generasi 

yang memiliki posiso strategis dalam perubahan dimasa depan. Oleh karenanya, proses 

sosialisasi Hukum juga harus memiliki porsi dalam memberikan pemahaman pada 

generasi muda mengenai keadilan. Misalnya, keadilan dalam mendapat pekerjaan, 

pendidikan, keamanan dan lainnya.  
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KESIMPULAN 

 

Kesimpulan hasi penelitian menunjukan jika pendidikan Hukum bagi generasi 

muda di Indonesia  dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan 

beberapa isinisatif yakni  1) penekanan pada pengetahuan mengenai proses pembutan 

hukum, 2) penguatan pada pengetahuan subtansi hukum dan 3) memerlukan sosialisasi 

hukum yang lebih luas. pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia menjadi 

langkah awal dalam menanggulangi berbagai permasalahan kekurangan literasi Hukum 

yang terjadi pada generasi muda. Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi 

perwujudan warga negara yang baik karena generasi muda memiliki kesadaran 

terhadap Hukum dalam tatarn konsep dan implementasi pendidikan Hukum bagi 

generasi muda di Indonesia.  
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